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K ehidupan modern masyarakt saat ini tidak hanya menuntut mobilitas yang tinggi tetapi juga nilai-nilai
kecantikan dan keindahan terhadap penampilan. Keinginan manusia khususnya wanita untuk tampil
sempurna dimanfaatkan oleh sekelompok pelaku usaha dengan memperdagangkan kosmetik impor yang
tidak memiliki izin edar kepada masyarakat, sehingga tampak bahwa produk yang ditawarkan memiliki
harga yang lebih murah din=bandingkan kosmetik yang memiliki izin edar resmi. Ketentuan tentang
pemasukan kosmetik diatur dalam Keputusan kepala Badan POM tnentang Pengawasan Pemasukan
Kosmetik. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap
aturan-aturan hukum tertulis dengan menggunakan studi kepustakaan dan wawancara. Dalam Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tidak ada pengaturan secara eksplisit
mengenai kosmetik impor. Namun demikian, ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dapat digunakan untuk menjerat atau memberikan
konsekuensi hukum terhadap pelaku usaha yang memperdagangkan produk kosmetik tanpa memiliki izin
edar. Agar kepentingan konsumen dapat terlindungi secara sempurna oleh sebab itu diperlukan pengaturan
secara spesifik dan tegas di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
kosmetik impor.

...... In modern life today's, societies required not only high mobility but also the value of beauty and
appearance. Human desire to be perfect, especially woman have been exploited by a group og business
actors with trade in imported cosmetics that did not have the authorization to the public, so its look like their
product cheaper than the others one. The regulations about cosmetic import arranged in the Decree of Head
of National Agency of Drug and Food Control of RI. In thisresearch, it used the normative law research that
isresearch of written law which based research on literature and interviews. The act No. 8 of 1999 on
Consumer Protection there is no explicit regulation of the import cosmetic. However, the provisions of
Article 8 paragraph (1) of the act No. 8 of 1999 on Consumer Protection can be used to deceive or give legal
consequences to business that sell import cosmetic without authorization. In order to protect consumers
interests perfectly, it is necessary to arrange specificaly and explicitly in the Law No. 8 of 1999 on
Consumer Protection regarding import cosmetic.
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